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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan mekanisme Keadilan Restoratif atau Restorative 

Justice di Desa Dasan Tapen oleh Bhabinkatibmas dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 

tahun 2021. Evaluasi terhadap penerapan mekanisme Keadilan 

Restoratif dalam masyarakat, terutama dalam penyelesaian perkara 

pidana, meliputi pertimbangan terhadap jenis perkara pidana yang dapat 

diterapkan mekanisme tersebut dan prosedur pelaksanaannya. Dalam 

kesimpulan penelitian, masih terdapat pertanyaan terkait dengan 

bagaimana mekanisme keadilan restoratif mampu menjamin pemulihan 

hubungan dan keadaan antara korban dan pelaku. Selain itu, sejauh 

mana mekanisme keadilan restoratif dapat memberikan perlindungan 

dan pemulihan terhadap korban yang telah mengalami pelanggaran 

haknya dalam suatu tindak pidana. Meskipun mekanisme keadilan 

restoratif sering digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, 

implikasinya terhadap proses penyelesaian tindak pidana secara umum 

di Indonesia juga perlu dipertimbangkan. 
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2. Tindak pidana yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas melalui 

Restorative Justice dilakukan dengan mediasi dalam proses perdamaian 

oleh para pihak yang disaksikan oleh masyarakat dan difasilitasi 

pemerintah desa, Bhabinkamtibmas berdasarkan diskresi kepolisian, dan 

Babinsa. Cara ini merupakan bentuk atau model penerapan keadilan 

restoratif, yaitu dengan cara melakukan musyawarah untuk mengambil 

keputusan secara bersama-sama guna menentukan tindakan yang 

seharusnya diberikan kepada pelaku dan korban, dengan melibatkan 

masyarakat (wakil masyarakat, yakni Ketua RT atau RW) dalam 

musyawarah tersebut. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran guna 

memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa rekomendasi 

berikut ini:  

1. Disarankan kepada Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan wewenangnya 

untuk secara lebih rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan 

kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat 

ketertiban dan kenyamanan masyarakat, dengan harapan dapat 

mengurangi insiden perkara atau tindak pidana. 

2. Disarankan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan hukum sebagai 

upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang patuh terhadap hukum. 

Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya perkara di 

Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung. 
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